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ABSTRAK

Sesudah undang-undang hukum acara pidana ( KUHAP) di undangkan
tertanggal 31 desember 1981 menjadi undang-undang nomor 8 tahun 1981
mengenai hukum acara pidana (KUHAP), terciptalah sebuah lembaga
praperadilan yang. sebelumnya tidak pernahfada di atur dalam hukum
acara. Lembaga praperaadilan lahir karena adanya dorongan bahwa tidak
tersedianya lembaga memiliki fungsi untuk mengawasi dan menilai upaya
paksa yang menjamin kemerdekaan seseorang di dalam HIR. Sesuai
dengan hasil rumusan pasal 1 butir 10, di pertegaskan dalam pasal 77
menyatakan : bahwa_pengadilan 'negeri memiliki hak dalam melakukan
pemeriksaan serta:memutuskan, menurut kKetentuan dalam undang-undang
yang telah diatur, mengenai yang pertama yaitu sudah sesuai prosedur atau
tidak pemberhentian penyidikan serta penuntutan maupun penangkapan
dan penahanan. Yang kedua rehabilitasi terhadap seseorang atas perkara
pidana yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Masalah
pokok dalam penelitian ini yaitu bagaimana proses pembuktian terhadap
putusan praperadilan Nomor 26/Pid.Pra/2018/PN.pbr dan mengapa hakim
menerima  permohonan  praperadilan  dalam  putusan  Nomor
26/Pid.Pra/2018/PN.pbr. Dalam melakukan penelitian ini menggunakan
metode penelitan hukum empiris yang berfungsi untuk-melihat hukum di
lingkungan masyarakat dan. sifat penelitian ini bersifat deskriptif, dalam
hal ini menulis berusaha untuk memberikan gambaran yang jelas secara
sistematis terhadap hal yang berkenaan dengan proses pembuktian dan
pertimbangan . hakim  dalam  putusan . praperadilan Nomor
26/Pid.Pra/2018/PN.pbr

Proses pembuktian terhadap putusan praperadilan Nomor
26/Pid.Pra/2018/PN.pbr merupakan salah satu proses yang terjadi saat
persidangan. Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat
dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut yaitu : yang
pertama, bagi penuntut umum merupakanssuatu usaha untuk meyakinkan
hakim berdasarkan “alat bukti“yang.ada agar terdakwa bersalah sesuai
dengan surat dan catatan dakwanya. Yang kedua, bagi terdakwa dan
penasehat hukumnya merupakan suatu usaha sebaliknya yaitu usaha untuk
meyakinkan hakim berdasrkan alat bukti yang sah agar dapat menyatakan
terdakwa bebas. Yang ketiga, bagi hakim yaitu dimana alat-alat bukti
tersebut dipakai sebagai dasar dalam memutuskan putusan. Dalam hal
hakim menerima permohonan praperadilan dalam putusan Nomor
26/Pid.Pra/2018/PN.pbr karna bukti-bukti yang di ajukan oleh pemohon
telah sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan oleh undang-undang.
Dalam hal memutuskan menerima atau menolak permohonan praperadilan
itu merupakan hal mutlak dari seorang hakim. Dalam hal ini hakim
memutuskan sesuai dengan bukti. Hakim harus bebar-benar teliti dalam
memastikan bukti pihak mana yang lebih relevan sehingga dalam hal
memutuskan suatu putusan hakim tidak lagi bimbang.



ABSTRACT

After the criminal procedure code (KUHAP) was enacted dated
December 31, 1981 into law number 8 of 1981 concerning criminal procedure
code (KUHAP), a pretrial institution was created that had never been previously
regulated in proceduralulaw. The pretrial institutionswas born because of the
encouragement that the  unavailability of the institution..has the function to
supervise and assess.foreed efforts that guarantee someone's independence in the
HIR. In accordance with the results of the formulation of article 1 point 10,
confirmed in article 77 states: that the district court has the right to conduct an
examination and decide, according to:the provisions in the law that have been
regulated, regarding the first which is.in.accordance with the procedure or not the
termination of the investigation and prosecution as well as arrest and detention.
The second is rehabilitation of a person for a criminal case which is stopped at the
level of investigation or prosecution. The main problem in this research is how the
process of proving the pretrial ruling Number 26 / Pid.Pra / 2018 / PN.pbr and
why the judge accepts the pretrial request in the ruling Number 26 / Pid.Pra / 2018
/ PN.pbr. In conducting this research using empirical legal research methods that
function to see the law in the community environment and the nature of this
research is descriptive, in this case writing seeks to provide a systematic clear
picture of matters relating to the process of proof and consideration of judges in
the pretrial decision No. 26 / Pid.Pra / 2018 ./ PN.pbr

The process of proving the pretrial ruling Number 26 / Pid.Pra / 2018 /
PN.pbr is one of the processes that occurred during the trial. The purpose and
evidence for the parties invelved in the trial examination process are as follows:
first, for the public prosecutor-istan attempt, to~convince the.judge based on the
available evidence so that the accused Is guilty according to the letter and the
record of the indictment. Secondly, for the defendant and his legal advisors there
is an opposite attempt, namely an attempt to convince the judge of legal evidence
to declare the defendant acquitted. Third, for judges, where the evidence is used as
a basis for deciding decisions. In the event that a judge accepts a pretrial petition
in decision No. 26 / Pid.Pra./ 2018 / PN.pbr because the evidence submitted by the
applicant is in accordance with the provisions stipulated by the law. In deciding
whether to accept or reject a pretrial petition is an absolute matter of a judge. In
this case the judge decides according to the evidence. The judge must be
thoroughly careful in ascertaining which party's evidence is more relevant so that
in making a decision a judge is no longer in doubt.
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ketegakan dalam hukum serta keadilan;
e Permohonan kompensasi ataupun rehabilitas dari tersangka ataupun

keluarga maupun pihak yang lainny berdasarkan kuasa jika perkaranya
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tiada diajukan pada Pengadilan. (Amir lliyas, Apriyanto Nusa, 2017,

p.4)

Sesuai dengan hasil rumusan pada Pasal 1 Butir 10, dipertegaskan

terhadap hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan

penuntutan.
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Demi terlaksanakannya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, UU
melimpahi hak untuk penyidik serta penuntut umum agar dapat menjalankan

tindak upaya paksa penyitaan,penangkapan,penahanan dan yang lainnya.

‘ ang ‘ ik serta penuntut umum

TS 'q%

3 ‘ rupakan untuk
o p

erta UU adalah segala
entuk dari tidak

batasan hak asasi

menghargai seluruhnya hak hukum yang dimiliki seseorang.

- Hukum harus ditegakan sesuai hal yang sudah ada didasarkan
Pancasila serta UUD Republik Indonesia 1945.

- Dalam KUHAP terdapat proses yaitu akusatur, yang dalam hal ini

terdakwa maupun tersangka dianggap sebagai subjek manusia yang
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memiliki kedudukan, harkat dan martabat yang sama dimata hukum.
(Amir lliyas, Apriyanto Nusa, 2017, pp. 54-55)

Menurut Mahkamah, dalil pemohon mengenai penetapan tersangka

dalah beralasan menurut

ketentuan pasal 1

sur yang ditentukan

penetapan tersangka tidak hanya
susunan yang berdiri sendiri, namun akhir terhadap setiap rangkaian
pemeriksaan sebelumnya. Disaat penetapan sebagai tersangka, ada proses
pertama dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik. (Amir lliyas,

Apriyanto Nusa, 2017, p. 59)
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1. Penyelidikan

Menurut Undang — undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Undang —

undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Nomor 5 yaitu sebagaimana yang

h : “serangkaian

AT

dalam Undang —
g terjadi dan guna

017, p. 60)

tauna

Mahkamah  Konstitusi
tidak sah dan bisa dibatalkan melalui praperadilan. (Amir lliyas, Apriyanto
Nusa, 2017, p. 61)

Pada pasal 367 KUHP dikenal sebagai tindak pidana pencurian dalam
keluarga. Didalam pasal 367 KUHP ini ada dua jenis pencurian dalam

keluarga, diantaranya :
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1. Pasal 367 Ayat (1) KUHP seorang suami ataupun istri yang tidak
berpisah meja serta tempat tidur dari istri maupun suaminya telah

melakukan ataupun membantu perbuatan pencurian kepada istrinya

if, ketetapan hanya

meja serta tempat

dihukum, dikarenakan harta benda yang mereka miliki adalah kepunyaan
bersama-sama, pernyataan yang dikatakan ~menurut R.Sugandhi. (Ismu

Gunadi, Jonaedi efendi, 2014, p. 133)
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Sesungguhnya tindak pidana pencurian dalam keluarga sebenarnya
dalam UU tidak memberikan istilah apapun terhadap tindakan pencurian yang

diuraikan diatas, pembuatan UU yang sudah ada pada Pasal 367 KUHP (P. A.

pun dalam garis

erbuatan itu sudah

2) : ga keperempuanan, hak ayah itu dilakukan
pihak lain daripada seorang bapak,ketentuan dalam pasal yang
terdahulu itu juga berlaku untuk oranglain. (P. A. F. Lamintang, Theo
lamintang, 2009, p. 63)

Berdasarkan dari ketentuan undang-undang yang sudah diada di Pasal

367 Ayat 1 (KUHP) diketahui,dalam keadaan tidak berpisah meja
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makan,tempat tidur,harta kekayaa maupun tidak berpisah suami-istri

itu disebut vervolgingsuitsluitingsgronden yang menjadi dasar — dasar

untuk menghilangkan penuntutan atas suami atau maupun istri, apabila

Ayat 2 (KUHP) diatas, alat negara dapat melakukan tuntutan terhadap orang
yang namanya disebutkan oleh pengadu dalam laporannya. (P. A. F.

Lamintang, Theo lamintang, 2009, p. 66)
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Berdasarkan Putusan Praperadilan Nomor 26/Pid.Pra/2018/PN.pbr

seharusnya dapat diduga tersangka dalam tindak pidana pencurian dalam

keluarga ini tidak dikenai pasal tindak pidana pencurian yaitu pasal 367

perbuatan itu dalam sebuah PT atau berdasarkan jabatannya. Dimana pasal ini
ini menyampaikan bahwa barang siapa dengan terencana melawan hukum
memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan

oranglain, namun yang ada dalam kekuasaannya bukan dikarenakan kejahatan
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diancam atas penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun

dan denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.

Dalam sebuah perusahaan ataupun PT, apabila seorang anggota
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B. Rumusan Masalah

pembuktian da an praperadilan Nomor
)
YY)

dalam putusan

5. Untuk mengasah pola pikir dan pemahaman penulis dalam hukum

acara pidana.
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D. Tinjauan Pustaka

hanya dilihat dari ada atau tidaknya hubungannya dengan fakta yang dapat

dibuktikan, namun juga dengan hubungan yang ada dapat menciptakan fakta

yang ada menjadi lebih jelas.(Fuady, 2012, p. 27)
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Seperti yang sudah diuraikan diawal, pasal 184 ayat (1) KUHAP
sudah menetapkan secara “limitative” bahwa alat bukti yang dapat diakui sah

menurut undang - undang yang sudah ada.

akan untuk membuktikan

engenai penjelasan

k masalah terkait

alat bukti yang sah. Tidak dapat dipungkiri, bahwa saat
perkembangan llmu dan Teknologi penjelasan ahli memang andil
dalam menyelesaian kasus pidana. (Harahap, 2007, p. 295)

c. Barang bukti surat

13
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Sama halnya dengan barang bukti penjelasan saksi serta

penjelasan ahli,barang bukti surat pun hanya diatur pada satu

pasal,yaitu dalam Pasal 187.

barang bukti yang
ng dibuat atas

dengan

juk sendiri sulit
praktek peradilan

kurangnya kehati-

pemeriksaan keterangan terdakwa dilakukan sesudah pemeriksaan
saksi.(Harahap, 2007, p. 318)
Pasal 1 Butir 14 UU Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan

pengertian tersangka yaitu “sesecorang yang karna perbuatnnya atau

14
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keadannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak
pidana.”

J.C.T.Simorangkir,menyatakan bahwa tersangka merupakan “seseorang

yang telah | elaku atuti 3 ana dan ini masih dalam
tersangka ini

di Muhammad

or 8 tahun 1981

sebagai tersangka

bahwa “penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari
dan menemukan sesuatu peristiwa yang diduga suatu tindak pidana guna
menentukan dapat atau tidaknya penyidikan menurut cara yang diatur dalam

undang-undang

15



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

ini.”https://www.researchgate.net/publication/327600245 penetapan tersangk

a menurut hukum acara pidana dalam perspektif hak asasi manusia

Penyelidikan dalam KUHAP merupakan rangkaian pertama untuk

astikan apakah
t benar — benar

Apriyanto Nusa,

didasarkan dua (2) alat bukti, harus didahului juga pemeriksaan calon
tersangka. Hal ini berdasarkan pertimbangan pertimbangan hukum dalam
Putusan mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XI11/2014. Adapun tujuannya

adalah agar tidak terjadi apa yang disebut dengan adfire prejudice

(persangkaan tidak wajar). (Amir Iliyas, Apriyanto Nusa, 2017, p. 61)
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Walaupun penetapan tersangka telah didasrkan 2 (dua) alat bukti yang
sah, ditambah dengan proses seperti yang diuraikan diatas, maka penetapan

tersangka tetap masih memiliki “hak hukum” untuk memohonkan pengujian

) S Ao
QD
3
o
5
&
3
QXJ
>

nengenai suatu soal.

hukum(sudarsono,

AR ALY
t}%‘;

I
|-

@
D
—=.
[
>
=i
=
3
D
3
D
—=.
7y
QD

permintaan tersangka atau keluarga atau pihak lain atas kuasa
tersangka;
e Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan atas

permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
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e Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau
keluarga atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak

diajukan kepengadilan.(Kamus Hukum, 2008, p. 338)

WA \ 2

Jgunakan metode

n hukum empiris

ANANANNY

gan untuk meneliti

2. Lokasi Penelitian

Dalam hal lokasi penelitian ini penulis telah melakukan penelitian di
Pengadilan Negeri Pekanbaru tepatnya dijalan Teratai Nomor 256, Pulau

Karam, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau 28156.
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3. Data-data dan Sumber Data Penelitian

1. Data Primer adalah dimana data ini merupakan data utama yang

didapat dari lapanganyang dilakukan dengan wawancara.

h dari buku-buku dan

n. sebagai data

Pekanbaru.

6. Analisis Data
Seluruh data yang dikumpulkan oleh penulis selanjutnya diklasifikasikan
dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan dari bahan-bahan yang

didapat sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Kesimpulan-
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kesimpulan tersebut atau pesan-pesan dari berbagai macam bahan yang

telah dianalisis digunakan untuk mengkaji dan membahas permasalahan

yang diteliti oleh penulis pada penelitian ini. Hal yang dimaksud untuk
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mendapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam
kehidupan masyarakat. (ilyas, 2012, p. 18)

Para pakar asing hukum menggunakan istilah tindak pidana atau
perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah :

a. Strafbaar feit adalah peristiwa pidana

21
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b. Strafbare handling diterjemahkan dengan perbuatan pidana yang

digunakan oleh para sarjana hukum pidana di jerman.

c. Kriminal act diterjemahkan dalam istilah perbuatan criminal.

masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.
Setiap tindak pidana yang terdapat didalam Kitab Undang — undang
Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur — unsur

yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua unsur yaitu :
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1. Unsur — unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan

dengan diri sipelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang

terkandung didalam hatinya merupakan unsur subjektif.

KUHPidana.

e. Perasaan takt atau vress seperti yang antaralain terdapat didalam
rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHPidana.
(Lamintang, 2011, p. 193)

Unsur — unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

23



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

a. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid.
b. Kualitas dari sipelaku, misalnya keadaan sebagai seorang

pengawai negeri didalam kejahatan jabatan menurut pasal 415

berasal dari kata
Menyatakan bahwa

— daiam atau tidak

’@ anglain perbuatan yang dilakukannya
itu. Dari seg ‘ nsurnya tindak pidana pencurian
merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku Il
Kitab Undang — undang Hukum Pidana ( KUHPidana ). Kejahatan
tersebut merupakan tindak pidana formil yang berarti perbuatannya
yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang — undang.

(Soesilo, 1995, p. 249)
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Didalam pasal 362 KUHP telah diatur tentang tindak pidana

penurian yang mengatakan barangsiapa mengambil suatu barang, yang

sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan

Prof. van bemmelen dan Prof. van hattum, unsur mengambil ini
merupakan unsur terpenting atau unsur yang terutama dalam tindak
pidana pencurian. Yang dikatakan itu tidak salah karna yang dilarang
untuk dilakukan orang di dalam pasal 362 sebenarnya perbuatan

mengambil yakni mengambil suatu benda yang sebagian atau
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keselurruhan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai

benda tersebut secara melawan hukum. (P. A. F. Lamintang, Theo

lamintang, 2009, p. 12)

sedangkan menurut

diri mempunyai lebih

mengambil tersebut. (P. A. F. Lamintang, Theo lamintang, 2009, p.
13)

Unsur objektif ketiga dari tindak pidana pencurian yang diatur
dalam pasal 362 KUHP itu ialah eenig goed atau suatu benda. Kata

goed atau benda itu oleh para pembentuk Kitab Undang — undang
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Hukum Pidana yang berlaku diindonesia ini, ternyata bukan hanya

dipakai dalam rumusan pasal 362 KUHP saja melainkan juga didalam

rumusan dari lain — lain tindak pidana seperti pemerasan, penggelapan,

eigemen atau dengan maksud untuk menguasainya secara melawan
hukum. (P. A. F. Lamintang, Theo lamintang, 2009, p. 23)

Tindak pidana pencurian itu dapat dipandang sebagai telah
selaesai dilakukan oleh pelaku, yakni segara setelah pelaku tersebut

selesai melakukan perbuatanya mengambil seperti yang dilarang
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didalam pasal 362 KUHP, dan pada waktu tidaklah perlu bahwa
maksud untuk menguasai secara melawan hukum benda yang

diambilnya itu telah tercapai atau telah terlaksana seperti yang ia
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1. Barang siapa;
2. Mengambil;

3. Sebuah benda;
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4. Yang sebagian atau selurunya merupakan kepunyaan

orang lain. (P. A. F. Lamintang, Theo lamintang, 2009,

p. 36)

. Pada waktu terjadi letusan gung merapi;
7. Pada waktu ada kapal terdapar;
8. Pada waktu terjadi kecelakaan kereta api;
9. Pada waktu terjadi pemberontakan;

10. Pada waktu terjadi huru-hara;
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11. Pada waktu terjadi bahaya perang. (P. A. F. Lamintang, Theo

lamintang, 2009, p. 42)

Unsur-unsur yang memberatkan pidana pada tindak pidana pencurian

363 ayat (1) angka 5 KUHP ialah karna untuk memperoleh jalan masuk
ketempat kejahatan atau untuk dapat mencapai benda yang akan diambilnya
itu, pelaku telah melakukan pembongkaran, perusakan, pemanjatan, atau telah
memakai kunci-kunci palsu, perintah palsu, atau seragam palsu. Keadaan-

keadaan yang memberatkan pidana didalam rumusan pasal 363 dan pasal 365
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KUHP disebut keadan-keadan yang memberatkan secara objektif yang
berlaku bagi setiap peserta tindak pidana.

3. Tindak pidana pencurian ringan

4"
=}
d
v
&

thana

Dengan syarat :
a. Tidak dilakukan didalam sebuah tempat kediaman;
b. Tidak dilakukan diatas sebuah perkarangan tertutup yang

diatasnya terdapat sebuah tempat kediaman;dan
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c. Nilai dari benda yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus

lima puluh rupiah. (P. A. F. Lamintang, Theo lamintang,

2009, p. 54)

yang rumusan
HP, pembentuk
elakukan kekerasan
)ingsan atau tidak
n seperti yang
g — orang, tetapi
pemilik dari benda

. Lamintang, Theo

dilakukan dengan maksud seperti yang dikatakan didalam rumusan
pasal 365 ayat (1) KUHP, yakni :
a. Untuk mempersiapkan atau untuk memudahkan pencurian

yang akan dilakukan;
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b. Jika kejahatan yang mereka lakukan itu op heterdaad

betrapt atau kejahatan diketahui pada waktu seang

dilakukan, untuk memungkinkan dirinya sendiri atau lain —

5. Tindak pidana pencurian dalam keluarga

Yang dimaksud dengan tindak pidana pencurian dalam keluarga,
walaupun undang — undang sendiri sebenarnya tidak memberikan sesuatu
sebutan bagi tindak pidana pencurian yang akan dibicarakan ini, oleh

pemebntuk undang — undang telah diatur dalam pasal 367 KUHP yang
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rumusan aslinya dalam Bahasa belanda. (P. A. F. Lamintang, Theo lamintang,
2009, p. 62)

Tindak pidana pencurian dapat diproses melalui penegakan hukum.
Penegakan<hukum terhadap tindak pidana pencurian, khususnya pencurian
dalam keluarga diatur didalam pasal 367 KUHP. Penegakan hukum tindak
pidana pencurian dalam-keluarga ini; tidak hanya tugas aparat penegak hukum
saja, akan tetapijuga harus adanya partisipasi dari dalam keluarga antaralain
dapat diminimalisir dengan upya-upaya memberikan pengetahuan tentang
hukum kedalam anggota keluarga sendiri. Tindak pidana pencurian adalah
gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat, beragai upaya yang
dilakukan oleh pihak yang berwajib maupun warga masyarakat sendiri untuk
menghapusnya akan tetapi upaya tersebut tidak mungkin akan terwujud secara
keseluruhannyan karena setiap kejahatan tidak akan dapat dihapuskan dengan
mudah melainkan hanya dapat dikurangi tingkat intensitasnya maupun
kualitasnya. Perkembangan kejahatan terutama tindak pidana pencurian
semakin meningkat, suatu hal yang merupakan dampak negative dari
kemajauan yang telah dicapai olen"Negara kita. Sebagai contoh tindak pidana
pencurian yang banyak dilakukan oleh seseorang dikarenakan struktur
ekonomi yang semakin memburuk yang disebabkan sering terjadinya
kenaikan harga barang dan inflansi yang cukup besar sedangkan pembagian
pendapat bagi masyrakat tidak merata dan juga tingginya angka pengangguran

yang disebabkan sulitnya dalam mendapatkan lapangan pekerjaan, hal
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tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya pencurian dalam keluarga.

(Kusumah, 1981, pp. 53-57)

Bagi mayoritas warga Negara Indonesia yang menganut agama islam

dan tempat tidur, tidak berceral harta kekayaan atau tidak bercerai Antara
suami — istri itu merupakan vervolgingsuitsluitingssronden atau merupakan
dasar — dasar yang meniadakan tuntutan bagi seorang suami atau seorang istri,
jika mereka itu melakukan atau membantu melakukan tindak pidana

pencurian seperti yang diatur dalam pasal 362, 363, 364, dan pasal 365 KUHP

35



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

terhadap harta kekayaan berupa benda — benda bergerak kepunyaan istri atau

suami mereka, yang pada hakikatnya juga merupakan harta kekayaan mereka

sendiri.

derajat kedua dari korban tindak pidana pencurian yang mereka lakukan.
Dalam pasal 367 ayat (2) KUHP tersebut selanjutnya ditentukan, bahwa
penuntutan terhadap mereka itu hanya dapat dilakukan jika ada pengaduan
terhadap mereka yang diajukan oleh korban tindak pidana pencurian yang

mereka lakukan sebagaimana yang dimaksud diatas.
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Dalam pasal 367 ayat (3) KUHP, tindak pidana pencurian yang
dilakkukan oleh orang — orang yang melakukan kekuasaan abapak
berdasarkan lembaga keibuan terhadap harta kekayaan berupa benda — benda
bergerak kepunyaan anak — anak kemenakannya ataupun sebaliknya, oleh
pembentuk undang — undang juga telah dijadikan delik aduan seperti yang
dimaksudkan diatas, bahkan dalam: hal ini ketentuan — ketentuan yang diatur
dalam pasal 367 ayat (2) KUHP juga dinyatakan berlaku bagi mereka. Delik
— delik aduan seperti yang dimaksud dalam pasal 367 ayat (2) dan ayat (3)
KUHP itu merupakan relatieve klachtdelicten atau delik aduan relative yakni
delik — delik yang adanya suatu pengaduan_itu hanya merupakan suatu
voorwaarde van vervolgbaarheid atau hanya merupakan suatu syarat agar
terhadap pelaku — pelakunya dapat dilakukan penuntutan.

Kiranya perlu, diketahui bahwa  pada delik = delik aduan relative
seperti yang antaralain dimaksudkan dalam pasal 367 ayat (2) dan ayat (3)
KUHP diatas, didalam pengaduannya pengadu harus menyebutkan nama
orang yang menurut dugaannya telah merugikan dirinya. Pada delik aduan
relative seperti yang antaralain telah. dimaksudkan dalam pasal 367 ayat (1)
dan ayat (2) KUHP diatas, alat — alat Negara hanya dapat melakukan
penuntutan terhadap orang yang namanya disebutkan oleh pengadu didalam
pengaduannya.

Kecuali yang ditentukan dalam pasal 72 dan pasal 73 KUHP, pada

umumnya yang berwenang mengajukan pengaduan ialah orang yang menurut
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sifat dari kejahatannya, merupakan orang yang secara langsung telah menjadi

korban atau merupakan orang yang secara langsung telah dirugikan oleh

kejahatan yang telah dilakukan oleh oranglain. Menurut ketentuan yang diatur

tenggang waktu untuk mengajukan pengaduan oleh mereka yang disebutkan
dalam pasal 73 KUHP diatas, dalam pasal 74 ayat (2) KUHP telah ditentukan
jika pada saat itu orang terhadap siapa kejahatan itu telah dilakukan menjadi
berhak untuk mengajukan pengaduan, dan waktu yang disebut dalam ayat (1)

belum lewat, maka setelah saat tersebut mereka hanya dapat mengajukan
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pengaduan dalam waktu yang tersisa. (P. A. F. Lamintang, Theo lamintang,
2009, p. 67)

Adapun unsur-unsur pasal 367 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum

engaduan terkena
penuntutan sebab

erupakan syarat

Lingkungan keluarga adalah suatu kelompok masyarakat yang pertama-tama
dihadapi oleh karena itu lingkungan tersebut memegang peranan utama
sebagai permulaan pengalaman untuk menghadapai masyarakat yang lebih

luas.
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b. Lingkungan keluarga merupakan suatu lembaga yang bertugas menyiapkan

kepentingan sehari-hari dan melakukan pengawasan terhadap anggota

keluarga.

keluarga ha ] nbina: ta keluarga supaya

faktor-f: ar K encl lalam keluarga tidak

terjadi.

B. Tinjauan Tentang Praperadilan dan Pengaturannya
a. Pengertian praperadilan

Istilah praperadilan yang dipergunakan oleh KUHAP mengandung

maksud dan arti secara harafiah berbeda. Pra berarti sebelum atau

mendahului, jadi praperadilan diartikan dengan sebelum pemeriksaan disidang
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pengadilan. Ada beberapa definisi mengenai praperadilan yang diatur dalam
KUHAP dan yang dikemukakan oleh para ahli hukum. Didalam KUHAP

sendiri terdapat beberapa pasal yang memberikan definisi tentang

)leh tersangka atau

g perkaranya tidak

. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan
atau penghentian penuntutan.
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang berpekara
pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Berdasarkan pasal 78 KUHAP yang berbunyi :
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1. Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana
dimaksud pasal 77 adalah prapperadilan.
2. Praperadilan di pimpin oleh hakim tunggal yang di tunjuk oleh ketua
pengadilan negeri dan di bantu-oleh searang panitra.
Sedangkan definisi praperadilan menurut para ahli adalah sebagai berikut
. “praperadilan merupakan tugas tambahan yang diberikan kepada pengadilan
negeri selain tugas pokoknya mengadili dan memeutuskan perkara pidana dan
perdata untuk menilai sah tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian
penyidikan dan penghentian penuntutan, penahanan dan penyitaan yang
dilakukan oleh penyidik. (Harahap M. Y., 2002, p. 2)

Tujuan utama pelembagaan praperadilan dalam KUHAP adalah untuk
melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan
terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau
penuntutan agar benar — benar tindakan itu tidak bertentangan dengan
ketentuan hukum dan undang — undang. (Harahap M. Y., 2002, p. 4)

Dapat  disimpulkan bahwa praperadilan dibentuk sebagai sarana
pengontrol tindakan agaraparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya
agar tidak bertindak sewenang — wenang. Dengan adanya praperadilan, aparat
penegak hukum dalam melakukan upaya paksa terhadap seorang tersangka
tetap berdasarkan undang — undang dan tidak bertentangan dengan hukum.
Hal inilah yang membedakan KUHAP dengan masa berlakunya HIR, dimana

pada waktu itu tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik terhadap

42



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

seorang tidak terawasi dan terkontrol, sehingga dapat menimbulkan tindakan
sewenang — wenang dari aparat penyidik. Untuk itu dibentuk lembaga

praperadilan yang berwenang melakukan koreksi, penilaian, dan pengawasan

yang dalam sistem

proses penyelidikan

tugas polisi. Hal ini sedikit berbeda dengan kewenangan praperadilan menurut
KUHAP yang melakukan pengawasan terhadap kedua instansi tersebut.
Seperti halnya hakim komisaris, judge d’instructiondi prancis juga memiliki
kewenangan dalam melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap suatu

perkara pemeriksaan pedahuluan ini dalam bentuk pemeriksaan terdakwa,
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saksi-saksi, alat bukti, sampai membuat berita acara. Sesudah seluruh
pemeriksaan pendahulaan selesai, kemudian di tentukan apakah perkara

tersebut layak atau tidak di ajukan di pengadilan. Akan tetapi menurut lintang

apan, seseoang dapat mengajukan
pemeriksaan  kepada  praperadilan  tentang  ketidakabsahan
penangkapan yang dilakukan terhadap dirinya. Kriteria suatu
penangkapan di anggap tidak sah adalah :

a. Apabila dalam melakukan pengkapan seorang penyidik tidak

menyertakan surat tugas dan surat perintah penangkapan untuk
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memperlihatkan kepada tersangka, selain itu jika tembusan
surat penangkapan tidak di berikan kepada pihak keluarga.

b. Apabila batas penangkapan lewat satu hari maka dapat di

ahan dan penyitaan
oleh penyidik dan

an dalam sistem

penggeledahan dan penyitaan maka sangat tidak rasional praperadilan
menguji dan menilai sah tidaknya penggeledahan dan penyitaan yang telah di
berikan izin oleh pengadilan dalam hal ini ketua pengadilan negeri. Akan
tetapi jika dalam pelaksanannya, penggeledahan dan penyitaan telah mendapat

izin dari ketua pengadilan tersebut menyimpang diluar batas izin yang di
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berikan, kepada siapa pihak yang dirugikan tersebut meminta perlindungan.
Berdasarkan asumsi tersebut, maka penggeledahan dan penyitaan pun dapat di

ajukan kepada praperadilan baik yang berkenaan dengan ganti kerugian

an tetap diajukan ke
sempit yaitu yang
rat izin atau surat
negeri dan yang di

elaksanaan surat izin

2. Memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau
penghentian penuntutan. Wewenang lain yang dimiliki oleh
praperadilan adalah memeriksa dan memutuskan sah atau tidaknya

penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dan
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penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum. Alasan

dilakukannya penghentian penyidikan dan penuntutan :

a. Tidak terdapat cukup bukti

ntut ganti kerugian

atau karena tindak

orang atau hukum vyang diterapkan sebagainan yang dimaksud
dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan kepengadilan negeri,
diputuskan disidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 77 KUHAP. Ganti kerugian ini menurut oemar seno adji

merupakan hak keperdataan yang dilanggar dalam rangka
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melaksanakan hukum acara pidana oleh pejabat Negara. Pelaksaan
yang salah itu merupakan salah tangkap, menahan, mengadili dan

tindakan lain, kekeliruan mengenai orang dan keliruan penerapan

ng bertentangan
upaya hukum
yitaan barang bukti,

lan menimbulkan

anti rugi yang di
dengan rehabilitasi.

ak, kedudukan dan

rehabilitasi dalam kerugian materil dan morli. Menurutnya ganti
kerugian dihubungkan dengan kerugian materil yang di derita oleh
orang yang ditahan, sedangkan rehabilitasi di hubungkan dengan

kerugian moril yang di derita. (alfiah, 1986, p. 77)
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Sehubungan dengan itu dijelaskan tujuan dari rehabilitasi yaitu sebagai
sarana dan upaya untuk memulihkan kembali nama baik, kedudukan dan

martabat seseorang yang telah sempat menjalankan tindakan penegakan

bahwa seseorang
di putuskan bebas

putusannya telah

memiliki alasan — alasan yang kuat dari pihak yang memohon. Untuk itu
dalam KUHAP telah mengatur siapa — siapa saja yang berhak mengajukan
permohonan kepada praperadilan serta alasan — alasan, yaitu :

1. Tersangka, keluarga atau kuasa hukumnya dalam pasal 79

KUHAP disebutkan bahwa tersangka, keluarga, dan kuasa
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hukumnya berhak mengajukan tentang sah tidaknya penangkapan

atau penahanan kepada ketua pengadilan negeri. Menurut pasal ini

yang dapat diajukan kepada praperadilan hanyalah masalah

penyidikan atau
penegak hukum,

abila dalam suatu

Untuk itu undang-undang memberikan wewenang kepada pihak
ketiga yang berkepentingan untuk ikut mengawasi jalannya proses

hukum. (Harahap M. Y., 2002, p. 9)
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3. Tersangka, ahli warisnya, dan kuasa hukumnya dapat mengajukan

permohonan praperadilan, dalam hal ini dapat juga mengajukan

tuntutan ganti kerugian kepada praperadilan. Hal ini sesuai dengan

penyidik dan penuntut umum yang menghentikan pendikan dan penuntutan
tersebut. (Harahap M. Y., 2002, p. 12)
Permohonan pemeriksaan itu kemudian di register dalam perkara

praperadilan yang dipisahkan dengan perkara biasa oleh panitra selanjutnya

51



akan di jelaskan mengenai tata cara pemeriksaan praperadilan sebagaimana
yang di atur dalam pasal 82 KUHAP :

1. Hakim menetapkan hari sidang tiga hari setelah di register. Menurt
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karena cepatnya putusan harus dijatuhkan dalam waktu 7 hari. Pasal
ini menurutnya bersifat imperative karena memuat kata harus. Dan
secara teora seorang hakim seharusnya mengikuti ketentuan tersebut.
Akan tetapi dalam praktiknya masih terdapat hambatan dan kendala

untuk memenuhinya. Hal yang menjadi alasan hakim untuk tidak
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menjatuhkan putusan dalam waktu 7 hari biasanya disebabkan oleh
keengganan aparat penegak hukum yang dimohonkan praperadilan

untuk dating ke persidangan, selain itu masih adanya rasa sungkan dari

oraperadilan ini

merumuskan

3. Apa yang di mohon atau di tuntut oleh pemohon supaya di putuskan
oleh hakim.

Selanjutnya, S.Tanusubroto, SH menyatakan lagi dengan tegas bahwa
dasr permohonan itu harus jelas dan mendukung apa yang di mohonkan atau

di tuntut oleh pemohon yang terdapat dalam isi surat permohonan. Sehingga
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pengadilan mudah menerima dan mengerti. Setelah permintaan untuk

memeriksa praperadilan yang bersakutan tersebut dalam pasal 79, 80, 81, 95,

dan 97 KUHAP di ajukan kepada ketua pengadilan negeri dan di catat dalam
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n, hakim yang di
iksa serta memutus

di atas, hakim

c. Jika kasus perkaranya sudah di periksa oleh pengadilan negeri, sedang kan
pemeriksaan pada praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut
gugur, dan putusaan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup

kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan pada tingkat
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pemeriksaan oleh penuntut umum jika untuk itu dia jukan permintaan
baru;

d. Isi putusan dalam praperadilan harus memuat dengan jelas dasar alsanya

itu disita.
e. Terhadap putusan praperadilan seperti yang di terangkan di atas tidak
dapat di minta kan banding, kecuali putusan praperadilan yang

menetapkan tidak sahnya penghentiaan penyidikan atau penuntutan, maka
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untuk itu dapat di mintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam
daerah hukum yang bersangkutan. (Ranoemihardja, p. 62)

Selanjutnya dalam pasal 82 ayat 1 (d) disebutkan bahwa dalam hal suatu

erik ‘ i.sedangkan pemeriksaan
\\“ .Qg ' aka permintaan
jika g? ya sudah mulai

bl

nka H" peradilan  belum

praperadilan ini

penyidikan atau penuntutann di nyatakan tidak berlaku. Begitu juga ketentuan
pasal 45A ayat (2) undang-undang nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan
atas undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung
menyatakan bahwa putusan mengenai praperadilan tidak dapat di ajukan

kasasi. Begitu pula untuk upaya hukum peninjauan kembali. Sebelumnya
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mahkama agung membuka kemungkinan untuk memeriksa permohonan
peninjauan kembali terdahap putusan praperadilan apabila terdapat indikasi

penyelundupan hukum. Hal ini di tegaskan oleh mahkama agung di dalam

aimana dimaksud

intakan banding.
praperadilan yang
atau penuntutan

e pengadilan tinggi

putusan dan kepastian hukum dalam waktu yang relative singkat. Akan tetapi
dalam ayat (2) kemudian terdapat pengecualian tentang putusan praperadilan
yang dapat dimintakan banding yaitu putusan yang menetapkan tidak sahnya
penghentian penyidikan atau penuntutan. Mengenai pemeriksaan yang

dilakukan pengadilan tinggi, dijelaskan sebagai berikut : berdasarkan
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ketentuan tersebut, hakim pengadilan tinggi yang mengadili permintaan

banding terhadap putusan praperadilan sebagaimana dalam pasal 83 ayat (2)

KUHAP memeriksa dan meneliti apakah putusan praperadilan yang

1. Apabila bila perkaranya telah diperiksa oleh pengadilan negeri;

2. Pada saat perkaranya diperiksa pengadilan negeri, pemeriksaan
praperadilan belum selesai. (Harahap M. Y., 2002, p. 20)

Hal itulah yang menyebankan gugurnya pemeriksaan permintaan

praperadilan. Apabila perkara pokok telah diperiksa pengadilan negeri,
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sedangkan praperadilan belum menjatuhkan putusan, dengan sendirinya

permintaan praperadilan gugur. Ini dimaksudkan untuk menghindari

terjadinya penjatuhan putusan yang berbeda. Oleh karna itu, lebih cepat

Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
(Amir ilyas, Apriyanto nusa, 2017, p. 17)

Amar putusan mahkamah konsitusi di atas, di dasarkan atas beberapa

pertimbangan hukum dan pendapat mahkamah. Ada pun pendapat mahkamah

dalam putusan nomor 102/PUU-XI111/2015 diatas adalah sebagai berikut :
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“pada prinsipnya dalam proses persidangan perkara pidana, pemeriksaan
terhadap gugatan praperadilan dengan pemeriksaan pokok perkara tidak dapat

dilaksanakan secara bersamaan. Pasal 77 undang-undang nomor 8 tahun 1981

tuk memeriksa dan

berakhir ketika pemeriksaan telah memasuki pokok perakara atau sudah
masuk persidangan. (Amir ilyas, Apriyanto nusa, 2017, p. 18)

Berdasarkan pasal 96 ayat (1) KUHAP jo peraturan nomor 27 tahun 1983
pasal 7 ayat (2), pasal 10 dan pasal 14 ayat (2) putusan praperadilan berbentuk

penetapan. Isi putusan hakim praperadilan memuat uraian pertimbangan
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secara jelas mengenai dasar alasan yaitu mengenai fakta-fakta yang terbukti
dan dasar hukum yaitu kententuan hukum yang melandasi amar putusan.

Sedangkan isi amar putusan (dictum) adalah jawaban terhadap petitum yaitu

6 .a gan.bunyi sebagai berikut :
Menetapkan at ‘ § v a suatu penangkapan dan atau
penahaan tidak sah. Dalam hal yang demikian, maka penyidik atau jaksa
penuntun umum sesuai dengan tingkat pemeriksaannya masing-masaing
wajib segara membebaskan tersangka.

- Menetapkan atau menyatakan, bahwa suatu penghentian penyidikan

atau penghentian penunutan tidak sah. (kuffal, 2010, p. 263) Dalam hal
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yang demikian, maka penyedikan atau penuntutan dterhadap tersangka
wajib di lanjutkan.

Menetapkan atau menyatakan, bahwah suatu penangkan dan atau

=
N
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C. Tinjauan Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang

ina (KUHAP),

~ g
&

[atau iahanan atas permintaan

memeriksa dan memutuskan Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
undang-undang ini tentang :
a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan

atau penghentian penuntutan;
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b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara

pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Ditinjau dari segi struktur dan susunan peradilan, praperadilan bukan

Tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial
pengadilan Negeri itu sendiri.

Praperadilan ini dapat dikatakan sebagai upaya koreksi terhadap
penyimpangan yang terjadi selama proses penyidikan dan penuntutan. Adanya

ketentuan praperadilan dalam KUHAP ini juga merupakan tuntutan bagi
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pejabat yang terlibat dalam proses penyidikan dan penuntutan (utamanya

ditujukan kepada penyidik dan penuntut umum ) untuk menjalankan tugasnya

secara professional dan demi tegaknya the rule of law.

setiap tindakan paksa dengan sendirinya merupakan perampasan
kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi
manusia.

Karena tindakan upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum

merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi
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tersangka, tindakan ini harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut

ketentuan hukum dan undnag — undang yang berlaku (due process of law).

BAB IlI

lilan  Nomor

kesalahan yang

dari hukuman.

R. Supomo berpendapat bahwa pembuktian mempunyai dua arti.
Pertama, dalam arti luas pembuktian membenarkan hubungan hukum.
Misalnya jika hakim mengabulkan gugatan penggugat. Gugatan penggugat
yang dikabulkan mengandung arti hakim telah menarik kesimpulan bahwa hal

yang dikemukakan oleh penggugat sebagai hubungan hukum Antara
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penggugat dan tergugat adalah benar. Oleh karena itu membuktikan dalam arti
luas berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang

sah. Kedua, dalam arti yang terbataspembuktian hanya diperlukan apabila hal

merupakan inti

um pidana adalah

Berdasarkan pasal 184 KUHAP yang menyatakan bahwa ada lima alat
bukti yang sah yaitu :
1. Keterangan saksi
2. Surat

3. Keterangan ahli
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4. Petunjuk

5. Keterangan terdakwa

Dalam Putusan Praperadilan Nomor 26/Pid.Pra/2018/PN.pbr ini telah

sehingga sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum menetapkan
Pemohon sebagai Tersangka yang diduga melakukan pencurian
dalam keluarga.

4. Bahwa SPBU 14.1307 yang terletak dijalan Raya Pekanbaru Minas

KM 26 atas nama PT. Minas Sarana Jaya adalah suatu badan hukum
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keluarga yang dapat dibuktikan berdasarkan Akta Pendirian No. 47

yang dibuat dihadapan Notaris Lenny Guspidawati, SH pada
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notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.

b. Setiap pendiri Persero wajib mengambil bagian saham saat
Perseroan didirikan.

c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku

dalam rangka peleburan.
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d. Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal

diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan

badan hukum Perseroan.

atus badan hukum dan
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Umum Pemegang Saham (RUPS) dan atau diselesaikan melalui
Gugatan Perdata diPengadilan Negeri sehingga tergambar jelas
Termohon keliru dan tidak mempunyai dasar hukum menetapkan

Pemohon sebagai Tersangka yang diduga melakukan Tindak Pidana
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Pencurian dalam Keluarga sebagaimana yang dimaksud dalam pasal
367 ayat (2) KUHP.

7. Bahwa Termohon mempunyai hak secara hukum dalam PT. Minas

nyai kedudukan hukum
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menyatakan :

- Yusniatai ( Pemohon ) adalah pemilik yang sah secara
hukum atas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)

No. 14.3107 KM. 26 Kecamatan Minas, dahulu Kabupaten
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Bengkalis dank arena pemekaran sekarang menjadi

Kabupaten Siak sebagai mitra PERTAMINA dalam

penyaluran bahan bakar minya (BBM).

47 yang dibuat
tanggal 16 juni

Pemohon adalah

‘\\\\\\\\\\\“0‘

=

S Sarana Jaya.

Direktur dalam PT.

dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak melalui Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

(BPMP2T). (vide bukti)
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e. Bahwa pada tahun 2016 saudara Nasrul mengundurkan diri
dari PT. Minas Sarana Jaya sehingga dibuat berita acara rapat

Perseroan Terbatas PT. Minas Sarana Jaya berdasarkan Akta

untuk menentunya

alat bukti audit

10. Bahwa perbuatan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai
Tersangka sangat bertentangan dengan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor : 21/PUU-XI1/2014 yamg menyatakan frasa bukti
permulaan yang cukup dan bukti yang cukup dalam pasal 1 angka 14,

pasal 17, dan pasal 21 ayat (1) KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi
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dinyatakan harus dimaknai sebagai minimal dua alat bukti sesuai

dengan pasal 184 KUHAP.

11. Bahwa unsur pencurian harus terlebih dahulu diketahui bagaimana

Pengadilan Negeri Pekanbaru C.Q Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara aquo untuk dapat menyatakan penetapan tersangka
terhadap diri Pemohon yang diduga melakukan tidndakan pencurian
dalam keluarga adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala

akibat hukumnya serta menghukum dan memerintahkan Termohon
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untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian (SP3) terhadap

perkara aquo.

yang jelas untuk dijadikan dasar penetapan tersangka terhadap pemohon, tidak
sesuai karna sebuah perseroan terbatas (PT) merupakan suatu bentuk
perseroan yang berbandan hukum dan bukan milik pribadi atau keluarga
sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang

perseroan terbatas. Penulis sangat setuju dengan hasil dari putusan
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praperadilan ini, karena memang jika dilihat dari proses pembuktian yang

dilakukan termohon saat persidangan tidak sesuai dengan tata cara ataupun

alat bukti yang diajukan oleh termohon tidak memenuhi alat bukti seperti

permohonan Pemohon dalam praperadilan ini. Ada beberapa pertimbangan hakim

yaitu :

1. Menimbang, bahwa oleh karenan yang menjadi objek permasalahan

dalam perkara praperadilan a quo adalah tentang penetapan
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permohonan sebagai tersangka, maka hakim akan menilai kapan
pemohon ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan

LP/78/11/2018/SPKT/RIAU, tanggal 22 Februari 2018 yang diajukan

surat yang
terdapat surat
gka, seyogjanya

penyidik yang

surat yang khusus tentang penetapan pemohon selaku Tersangka dan
oleh karena tidak dibuktikan oleh Termohon tentang penetapan
Pemohon sebagai Tersangka sejak kapan, maka hakim memandang
bahwa Pemohon telah berstatus sebagai Tersangka terhitung sejak

yang bersangkutan dipanggil untuk diperiksa selaku Tersangka
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berdasarkan surat penggilan No. S.Pgl/826/X/2018/Reskrimum yaitu
sejak tanggal 04 Oktober 2018 vide bukti P-01.

4. Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan

enilai ada atau
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oleh Pemohon di lokasi SPBU KM 28 Minas Jaya dibawah naungan
PT. Minas Sarana Jaya adalah mengambil secara paksa uang hasil
penjualan minyak di SPBU tersebuut sejumlah 388.442.000.

9. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta — fakta persidangan, telah nyata

dan diakui oleh pihak pemohon dan termohon bahwa objek berupa
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uang yang diambil oleh Pemohon dari SPBU KM 28 tersebut adalah
merupakan uang milik dari PT. Minas Sarana Jaya.

10. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka telah

ahwa dana yang diambil
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penggelapan, karena seluruh asset dari perusahaan tersebut adalah
berada dalam naungan/yurisdiksi dari badan hukum tersebut dank
arena para pengurus dari perusahaan tersebut adaalah bagian yang tak

terpisahkan dengan organ badan hukum tersebut dan pemohon ada
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dalam struktur perusahaan sebagai komisaris, maka kualifikasi yang
tepat dari perbuatan tersebut adalah penggelapan.

12. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan — pertimbangan

tum agar hakim
atas dasar LP No
2018 dinyatakan

akibat hukumnya

dan selebihnya.
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Dimana penulis setu gan pertimbangan hakim untuk menerima
dan mengabulkan permohonan pemohon ini yaitu hakim mempertimbangkan
apa yang menjadi objek dalam perkara praperadilan ini, hakim juga
mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh termohon karena setelah

dicermati oleh hakim bukti surat dari termohon tersebut tidak ada bukti surat
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yang secara khusus tentang penetapan pemohon selaku tersangka. Penulis
juga setuju dengan pertimbangan hakim dalam putusan praperadilan Nomor

26/Pid.Pra/2018/PN.pbr dimana pertimbangan hakim tersebut mengenai fakta

J ‘- & naka tan yang seharusnya dituntut
| [\ g

yaitu sebagai tindak pida an bukan tindak pidana pencurian dalam
keluarga. Penulis juga setuju dengan pertimbangan hakim dimana
pertimbangan — pertimbangan yang telah dijelaskan dalam putusan
Praperadilan ini menjadikan hakim tidak punya alasan serta tidak memliki alat

bukti yang cukup untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka. Dan penulis
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juga setuju dengan putusan ini dimana Termohon dinyatakan kalah oleh

hakim dan biaya perkara dibebankan kepada Termohon.

peradilan ~ Nomor
ses yang terjadi saat

dilakukan untuk
emukakan dalam suatu
dimungkinkan adanya
g berlaku bagi setiap orang dan
menutup segala an akan bukti lawan, akan tetapi
merupakan pembuktiam konvensionil yang bersifat khusus. Tujuan
dan guna dari pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses

pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut yaitu yang pertama,

bagi penuntut umum adalah merupakan suatu usaha untuk
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menyakinkan hakim berdasarkan alat bukti yanga ada agar terdakwa
bersalah sesuai dengan surat dan catatan dakwaannya. Yang kedua,

bagi terdakwa atau penasehat hukumnya merupakan suatu usaha

dalam Putusan
ena bukti — buktikan
etentuan — Kketentuan
_____ hal memutuskan

itu merupakan hak

memutuskan sesuai
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